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ANAK-ANAK INDONESIA MASIH MENJADI OBYEK KEKERASAN ORANG DEWASA


Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam rangka memperingati 20 Tahun ditandatanganinya Konvensi Hak-hak  Anak (Convention on the Rights of the Child), tanggal 20 November,  yang kemudian ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)  sebagai “Hari Anak Internasional”, menyampaikan hasil refleksi institusi sebagai berikut :

1. KPAI mengapresiasi kemauan baik Negara/Pemerintah Indonesia yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan komitmennya untuk memenuhi hak-hak anak seperti ditunjukkan dengan ditetapkannya ketentuan 20 % anggaran APBN untuk bidang pendidikan, kenaikan anggaran kesehatan, serta dimasukkannya fungsi-fungsi perlindungan anak dalam nomenklatur baru nama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  Perubahan nomen klatur ini diharapkan akan diikuti dengan penguatan kelembagaan, perluasan peran dan wewenang, serta tentu saja penambahan anggaran untuk implementasi  penyelenggaraan perlindungan anak yang memadai.
2. KPAI menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam karena angka kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih mendominasi situasi perlindungan anak Indonesia, baik kekerasan yang dilakukan oleh kebijakan penyelenggara Negara maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang tua/orang dewasa. Kasus-kasus kekerasan oleh Negara bisa disebutkan antara lain; (1) Ujian nasional yang berimplikasi pada kekerasan di bidang pendidikan, (2). Penetapan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) dengan segala implikasinya yang bisa merampas hak pendidikan anak, (3) Penggusuran sekolah oleh Kepala Daerah di berbagai Kabupaten/Kota demi memenangkan proyek-proyek bisnis yang mendatangkan keuntungan financial, (4) Pemecatan anak-anak dari lembaga pendidikan karena keyakinan agama (Kasus di NTT), (5) Anak-anak yang mengalami kurang gizi/gizi buruk bahkan kelaparan di Papua,  dan (6) Kriminalisasi anak oleh aparat Negara yang berlindung pada UU Pengadilan Anak sehingga menyebabkan 5.587 anak hari ini berada di dalam Lapas Anak.

Sedangkan kasus-kasus kekerasan oleh masyarakat umum berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta kekerasan seksual. 

Dari rata-rata 600 kasus pengaduan masyarakat yang diterima KPAI setiap tahun,  45 persen berupa kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Yang memperihatinkan, kekerasan seksual terhadap anak berlangsung di semua ranah, yakni di rumah, di luar rumah, termasuk di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru. Dalam kondisi demikian, nyaris tidak ada tempat aman bagi anak. 

Kekerasan terhadap anak juga terjadi pada kasus-kasus perebutan kuasa asuh pada pasangan orang tua anak yang berkonflik, baik menjelang perceraian maupun pasca perceraian. Perebutan kuasa asuh terhadap anak berpotensi menelantarkan anak dan menjerumuskan anak dalam pusaran konflik orang tua, bahkan menjadi korban ‘’penculikan’’ antar keluarga. Berdasarkan hasil pemantauan KPAI,  fenomena perebutan kuasa asuh pasca putusan pengadilan terjadi pada hampir semua daerah di Indonesia. Hal ini terjadi karena sampai saat ini, di Indonesia tidak ada kejelasan lembaga mana yang berwenang melakukan ‘’eksekusi’’atas putusan pengadilan status anak pada orang tua yang bercerai.   
3. KPAI merekomendasikan kepada pemerintah agar membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif untuk mewujudkan Indonesia yang layak anak, sebagaimana 10 tahun yang lalu para pemimpin dunia juga menyerukan akan semua umat manusia harus berupaya mewujudkan dunia yang layak anak. Implementasi Indonesia yang layak anak harus dilakukan dengan langkah-langkah:
a. Membenahi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada kepentingan anak.
b. Memenuhi hak-hak dasar anak secara menyeluruh baik hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan, hak kesehatan, hak pendidikan, dan perlindungan khusus.  Masih munculnya kasus-kasus anak gizi kurang dan gizi buruk, merebaknya anak-anak jalanan di kota-kota besar, masih tingginya angka putus sekolah, merupakan bukti bahwa belum semua anak Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya.
c. Perlu upaya serius aparat keamanan dalam melakukan penegakkan hukum atas kasus-kasus yang memposisikan anak sebagai korban, khususnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
d. Segera akhiri kriminalisasi anak, dengan mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertentangan dengan perspektif perlindungan anak.  Pemerintah harus segera mengosongkan penjara dari anak-anak, dan diganti dengan proses pendidikan rehabilitasi sosial yang lebih beradab.  Sangat mendesak untuk segera diwujudkan sistem peradilan anak dengan konsep tanpa pemenjaraan.
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